ABTRAKSI

Imron Hidayatulloh: Pelaksanaan Alh fungsi Tanah Wakaf D1 Desa Cibogo
Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang

Wakaf sebagat institust keagamaan juga berfungst sebagai sosial hal itu
nampak jelas dar1 segi pengaturan dalam prinsip pokok hukum Islam dan Undang-
Undang Nomor 41 tahun 2004 sehingga tidak ada keraguan mengenai landasan
hukumnya. Berdasarkan Undang-undang No 41 Tahun 2004 Pasal 40 huruf (g)
bahwa benda wakaf dilarang untuk dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya,
akan tetapr pada kenyataannya terjadi alih fungsi tanah wakaf di Desa Cibogo
Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Hal 1tu jelas berhubungan dengan
adanya perubahan status terhadap benda wakaf dalam hukum perwakafan

Tujuan penelitian int untuk mengetahui alasan pengalihan fungsi tanah wakaf,
dan mengetahu1 tinjauan hukum Islam tentang pengalthan fungsi tanah wakaf

Pemlitian 11 bertolak dan kerangka pemikiran bahwa benda yang diwakafkan
1tu keluar dari milik s1 wakif dan hukumnya pun milik Allah atau dalam status mihik
Allah Oleh karena 1tu, benda wakaf dilarang untuk dialihfungsikan Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 40 huruf gbahwa benda wakaf
yangsudah diwakafkan dilarang untuk dialihkan dalampengalihan haklainnya. Akan
tetap1 pada kenyataannya terjadi penyimpangan harta wakaf tersebut Sebagaimana
yang terjadi di Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang untuk
dyadikan bendungan waduk Jatigede Hal 1tu berhubungan dengan adanya perubahan
status terhadap benda wakaf dalam perwakafan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa alasan
pelaksanaan alih fungsi tanah wakaf di Desa Cibogo Kecamatan Darmaraja
Kabupaten Sumedang diawali dengan adanya proyek bendungan Jatigede oleh
pemerintah Kabupaten Sumedang kepada pemerintahan Desa dengan cara dibayar
tunai dengan uang, kemudian dimasukan ke aset desa atau yang disebut dengan
swadaya masyarakat dengan tujuan untuk pembangunan waduk Jatigede tersebut

Tinjauan hukum Islam tentang alih fungsi tanah wakaf di Desa Cibogo
Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang bertolak belakang dengan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 40 huruf g, bahwa benda wakaf di larang untuk
dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya dan pendapat madzhab Imam Syafi’1
bahwa menggantikan barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh.
Adapun ,Abu tsaur, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Ibnu Taimiyah membolehkannya
asalkan dikembalikan seperti semula Berbeda dengan keadaan di Desa Cibogo
Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang yaitu setelah mengadakan transaksi,
uang hasil penjualannya disimpan di Bank Jabar dijadikan aset desa




